BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam

bab yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1.

Penerimaan penggunaan fasilitas jet pribadi yang dilakukan oleh Kaesang
bukan merupakan gratifikasi. Pasal yang relevan untuk menjerat pemberian
gratifikasi adalah Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menguraikan subjek utama penerima gratifikasi dalam pasal tersebut adalah
penyelenggara negara atau pegawai negeri. Kaesang yang bukan merupakan
penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak dapat dijerat dengan pasal
tersebut. Sehingga sangat penting untuk dapat membuktikan adanya pertemuan
kehendak (meeting of mind) antara Kaesang sebagai penerima gratifikasi
dengan keluarganya yang berstatus sebagai penyelenggara negara untuk dapat
mengetahui bahwa penggunaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang merupakan
pemberian gratifikasi.

Pada dasarnya tidak ada pengaturan secara khusus tentang gratifikasi terhadap
keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam hukum pidana
Indonesia. Namun secara normatif terdapat beberapa Pasal yang dapat
digunakan dalam kasus pemberian gratifikasi kepada keluarga penyelenggara

negara atau pegawai negeri, yaitu meliputi : Pasal 12B Undang-Undang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP tentang Delik
Penyertaan, serta adapun dalam The United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) yaitu ; Pasal 15 tentang Penyuapan terhadap pejabat
publik dan Pasal 18 tentang perdagangan pengaruh.
B. Saran
Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan
penuh atas penyelidikan kasus dugaan gratifikasi terhadap Kaesang, harus
lebih mengedepankan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi. KPK harus
mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, beberapa
pertimbangan yang disampaikan KPK dalam analisis terhadap kasus tersebut
tidak memiliki dasar hukum dan beberapa cenderung dangkal dan terbatas.

2. Pemberian gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara belum memiliki
pengaturan yang jelas dalam hukum pidana Indonesia. Langkah yang tepat
terhadap permasalahan tersebut ialah melakukan perubahan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengadopsi The United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC), sehingga dapat
memberikan kepastian hukum terhadap gratifikasi terhadap keluarga

penyelenggara atau pegawai negeri.
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